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In the digital age, the rapid dissemination of information often exceeds 
legal boundaries, making defamation on social media a complex social 

issue. This study aims to evaluate the implementation of laws on 

defamation cases on social media, particularly the effectiveness of the 

Electronic Information and Transaction Law (EIT Law) and the 
challenges in its application. The method used is a normative juridical 

approach with analysis of legislation, court decisions, and related legal 

literature. The results of the study show that, although the ITE Law has a 
strong legal framework, its implementation is hampered by difficulties in 

proving cases, lengthy court proceedings, and low public awareness of the 

limits of expression in cyberspace. These findings highlight the need for 
improvements in the reporting system, enhanced law enforcement 

capabilities, and digital education. This research increases understanding 

of legal changes in the digital age that affect public policy and the 

protection of human rights. 

 

 

PENDAHULUAN   

Kemajuan dan perkembangan teknologi khususnya dalam hal komunikasi, 

multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya dapat merubah tatanan organisasi 

dan hubungan sosial masyarakat. Bagi sebagian orang munculnya fenomena ini telah 

mengubah perilakunya dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.1 Kemajuan 

tekonologi bisa dilihat dengan munculnya sebuah internet yang biasanya dioperasikan 

dengan media eletronik seperti sebuah komputer. Hal tersebut merupakan salah satu 

penyebab munculnya perubahan sosial pada masyarakat, dimana hal tersebut dapat 

merubah perilaku maupun pemikiran dalam berinteraksi sosial dengan manusia lainnya 

                                                
1 Maela Khoirul Ummah Moh. Lubsi Tuqo Romadhan, Afriansyah Tanjung, “Tanggung Jawab 

Pidana Bank Konvensional Atas Kehilangan Uang Nasabah Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan 

Perlindungan Konsumen,” Viva Themis 09, no. 01 (2026), https://doi.org/10.24967/vt.v9i1.4658. 
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yang terus menyebar ke berbagai aspek kehidupan manusia, menyebabkan lahirnya 

norma, nilai, dan prinsip baru.2 

Melalui internet juga, berbagai pertukaran informasi dapat dilakukan dengan 

mudah, cepat dan tidak memrlukan biaya yang besar. Oleh karena itu, dengan adanya 

internet dapat menjadi media untuk melakukan Tindakan kejahatan seperti cyber crime, 

manipulasi, ataupun pecemaran nama baik. 

Teknologi digital, khususnya media sosial, telah mengubah interaksi manusia 

secara besar-besaran, tetapi juga membawa bahaya baru, seperti pencemaran nama baik. 

Kasus seperti ini sering terjadi di Indonesia melalui platform seperti Facebook, Twitter 

(sekarang X), dan Instagram, yang memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat 

dan ke seluruh dunia. Tetapi penegakan hukumnya sering dihadapkan pada masalah 

seperti pembuktian yang sulit, proses peradilan yang lama, dan interpretasi yang 

subjektif tentang "nama baik". 

Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (UU ITE), eseorang harus dengan sengaja dan tanpa hak 

mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dokumen elektronik dan/atau 

informasi elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik.  3 

Penegakan hukum sering mengabaikan konteks budaya dan sosial di balik 

komunikasi media sosial, yang mengakibatkan kriminalisasi yang tidak proporsional. 

Situasi menjadi lebih buruk karena tidak ada metode penyelesaian sengketa alternatif 

dan tidak banyak upaya mediasi sebelum proses pidana dimulai. 4 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif penegakan 

hukum dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, dengan penekanan khusus 

pada regulasi, prosedur penegakan, dan efeknya terhadap korban dan masyarakat. 

Penelitian ini sangat penting karena meningkatnya kasus defamation online yang 

dilaporkan olesh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencapai ribuan setiap tahun, 

serta kebutuhan akan reformasi hukum untuk menyelaraskan antara perlindungan hak 

individu dan kebebasan berekspresi. 

                                                
2 Miftah Kusuma Dewi, “Pengaruh Kemajuan Teknologi Terhadap Perilaku Sosial,” Al-Athfal: 

Pendidikan Anak Usia Dini 6, no. 01 (2025), https://doi.org/10.53429/al-athfal.v6i01.1402. 
3 Nyoman Gede Antaguna and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, “Pembatasan Kebebasan 

Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan 

Transaksi Elektronik (ITE),” Kertha Wicaksana 17, no. 2 (2023): 138–46, 
https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146. 

4 Velly Al Zahsy, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial: Antara Kebebasan 

Berekspresi Dan Batasan Hukum ITE,” Jurnal Legalitas 3, no. 2 (2025): 68–79, 

https://doi.org/10.58819/jle.v3i2.172. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan analisis 

terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum 

terkait. Hasil evaluasi diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk 

memperkuat mekanisme penegakan hukum, seperti meningkatkan kemampuan penyidik 

dan memberikan edukasi masyarakat tentang etika digital.  

Sumber hukum primer untuk penelitian ini terdiri dari UUD NRI Tahun 1945, 

UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU ITE, KUHP, UU No. 39 Tahun 

1999 tentang HAM, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, putusan 

Mahkamah Konstitusi, putusan Mahkamah Agung, dan putusan pengadilan tingkat 

pertama yang berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik di media sosial. Sumber 

hukum sekunder terdiri dari buku teks hukum, jurnal ilmia, dan artikel hukum. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Aspek Hukum Pencemaran Nama Baik 

Hukum pencemaran nama baik dapat diartikan sebagai peraturan yang bertujuan 

untuk menjaga individu dari pernyataan yang tidak benar atau informasi yang salah 

yang mengakibatkan kerugian bagi nama baik mereka. Sasaran utama dari adanya 

hukum pencemaran nama baik adalah untuk melindungi dan menjaga nama serta privasi 

seseorang. 5   

Pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan salah satu tindak 

kejahatan yang dianggap merugikan yang dimana terdapat pernyataan merugikan salah 

satu individu serta merusak reputasi seseorang. Oleh karena itu, tindakan penghinaan 

seperti ini dapat mengakibatkan tuntutan hukum terhadap orang yang merasa terhina. 

Selain itu, tindakan ini harus dibuktikan benar melalui proses penyelidikan dan 

penyidikan kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial sangat sulit 

untuk diterapkan dan dibuat. 

Pasal  27  ayat  (3)  Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2008  tentang  

Informasi  dan Transaksi  Elektronik  menyatakan  bahwa  setiap  orang  yang  dengan  

sengaja  dan  tanpa  izin menyebarkan,  mentransmisikan,  atau  membuat  data  

                                                
5 Erwin Asmadi, “Rumusan Delik Dan Pemidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama 

Baik Di Media Sosial,” DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2021): 1689–99, 

https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.4910. 
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elektronik  atau  catatan  elektronik  yang mengandung muatan pencemaran nama baik, 

bersalah melakukan perbuatan tersebut. 6 

Uraian unsur-unsur pencemaran nama baik yang mesti dipenuhi agar suatu 

tindakan dapat dianggap sebagai kejahatan yaitu: 

a. Harus ada tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kehormatan atau 

reputasi orang lain. 

b. Tindakan tersebut berupa dakwaan atau penyebaran berita yang tidak akurat. 

c. Tindakan ini diketahui oleh publik (disampaikan kepada pihak ketiga). 

d. Tindakan tersebut melanggar hukum, yang menandakan tidak terdapat justifikasi 

hukum untuk aksi itu. 

Terdapat dalam pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) mencakup semua elemen, baik elemen yang bersifat objektif (seperti tindakan 

dan objeknya), maupun elemen yang bersifat subjektif (seperti niat kesalahan, berupa 

kesengajaan dalam melakukan tindakan, dan tujuan pelaku ketika melakukan tindakan 

tersebut 7. Pencemaran nama baik bisa terjadi akibat unsur subjektif, yaitu adanya 

kehendak atau tujuan untuk menghancurkan atau mencemarkan reputasi seseorang. 

Dalam kasus hukum terkait pencemaran nama baik, pengadilan perlu menilai apakah 

terdakwa memiliki niat atau tujuan tertentu dalam tindakan yang merugikan nama baik 

dan reputasi korban. 8 Unsur objektif ini berkaitan dengan aspek eksternal atau tindakan 

yang dapat diamati, yang mencakup poin-poin berikut: 

a. Adanya perbuatan yang menyerang kehormatan atau reputasi seseorang: 

Yaitu tindakan yang menjatuhkan, menghina, atau merusak nama baik serta 

kehormatan individu lain. Misalnya, tuduhan bahwa seseorang terlibat dalam 

kejahatan, memiliki hubungan terlarang, atau menunjukkan perilaku yang tidak 

pantas, dan sebagainya. 

b. Metode atau alat yang digunakan dalam perbuatan tersebut:  

Dapat berbentuk lisan (seperti pernyataan di hadapan umum), tertulis, atau 

visual yang disebarkan, diperlihatkan, dipasang, atau melalui sistem 

                                                
6 (Lumbantoruan, 2022) 
7 Zaini Zaini and Hanafi Hanafi, “Analisis Unsur-Unsur Pembuktian Pencemaran Nama Baik 

Dalam Hukum Indonesia,” VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum Dan Keadilan 9, no. 1 (2025): 14–33. 
8 sergi Jorbenadze, “The Importance of Context in the Qualification of a Statement as 

Defamatory,” Iustitia, 2021, 65–72, https://doi.org/10.59172/2667-9876/2023-2/65-72. 
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elektronik/media sosial. Sebagai contoh, KUHP Pasal 310 Ayat (2) mengatur 

tentang pencemaran nama baik yang dilakukan melalui tulisan atau gambar yang 

dipublikasikan di depan khalayak. 

c. Tujuan agar perbuatan atau ucapan tersebut mencapai khalayak luas: 

Tindakan ini tidak hanya terbatas pada interaksi pribadi antara dua orang, 

melainkan dimaksudkan agar diketahui oleh masyarakat umum, sehingga martabat 

atau reputasi orang tersebut terpengaruh negatif. 

d. Aspek khusus dalam lingkungan elektronik atau media sosial:  

Ketika perbuatan dilakukan melalui saluran digital, elemen seperti 

penyebaran, pengiriman, atau pembuatan agar dapat diakses oleh orang lain menjadi 

krusial, sesuai dengan ketentuan dalam UU ITE. 

Dengan demikian, orang yang menyampaikan informasi, baik secara lisan 

maupun tulisan, diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa apa yang 

disampaikannya benar. Jika tidak dapat menunjukkan kebenarannya, maka itu bisa 

dianggap sebagai pencemaran nama baik atau fitnah. Berdasarkan ketentuan yang 

dijelaskan di atas, dapat diinterpretasikan bahwa pencemaran nama baik dapat 

dikenakan tuntutan melalui Pasal 310 ayat (1) KUHP, jika tindakan tersebut dilakukan 

sedemikian rupa sehingga menciptakan kesan bahwa subjek yang dicemarkan (dihina) 

telah melakukan tindakan tertentu, dengan tujuan agar tuduhan itu menyebar (diketahui 

oleh publik). Tindakan yang dituduhkan tidak harus berhubungan dengan tindak pidana 

(seperti penipuan, penggelapan, perzinahan, dan lain-lain), tetapi cukup dengan 

tindakan biasa seperti menjalankan kegiatan di tempat pelacuran. Meskipun tindakan 

pelacuran bukanlah tindak pidana, tetapi dapat membawa malu bagi individu tersebut 

jika hal itu diumumkan. Tuduhan tersebut harus dilakukan secara lisan, karena jika 

dilakukan melalui tulisan atau gambar, maka tindakan itu akan dianggap sebagai 

pencemaran nama baik tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. 9  

2. Dasar Hukum Penegakan Pencemaran Nama Baik di Indonesia 

Dasar hukum untuk penegakan kasus pencemaran nama baik di Indonesia 

terutama diatur oleh dua regulasi utama, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

                                                
9 Angel Agetha Rori, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran 

Nama Baik,” Lex Crimen 10, no. 4 (2021). 
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(KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Di dalam 

KUHP, ada pasal-pasal krusial yang mengatur mengenai pencemaran nama baik, yaitu 

Pasal 310 dan 311. Pasal 310 KUHP menyatakan bahwa individu yang sengaja merusak 

nama baik atau nilai seseorang lewat pernyataan yang disebarluaskan bisa dikenakan 

hukuman penjara selama maksud sembilan bulan atau dikenai sanksi denda. KUHP 

menjelaskan berbagai jenis pencemaran nama baik, yang mencakup penghinaaan baik 

secara tulisan maupun lisan, penyebaran informasi palsu, penghinaan ringan, serta 

fitnah. Dalam KUHP, tindakan pencemaran nama baik dikategorikan sebagai delik 

aduan, yang berarti bahwa proses hukum baru dapat dimulai jika terdapat laporan dari 

pihak yang dirugikan.10 

 

3. Mekanisme Penegakan Hukum terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik di 

Media Sosial  

Mekanisme penegakan hukum terkait dengan pencemaran nama baik di platform 

media sosial di Indonesia mencakup tahapan pelaporan, investigasi, dan tindakan 

hukum yang berlandaskan pada ketentuan undang-undang, seperti Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Korban yang merasa dirugikan harus menyerahkan laporan atau pengaduan kepada 

instansi penegak hukum, seperti Kepolisian, yang kemudian akan melakukan 

penyidikan dengan bantuan bukti elektronik, contohnya tangkapan layar dari platform 

media sosial. Proses penyelidikan dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan bukti elektronik dianggap 

sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Otoritas terkait, khususnya pihak penegak 

hukum, memiliki tanggung jawab untuk mengevaluasi konten yang dilaporkan dan 

menjalankan proses hukum, mulai dari penyidikan hingga tahap penuntutan dan 

persidangan. 11 

                                                
10 Abit Lazuardi, Romi Asmara, and Budi Bahreisy, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 

Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Kota Lhokseumawe,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum 
Universitas Malikussaleh 6, no. 4 (2023). 

11 Sri Herlina, “Criminal Defamation Through Social Media and Its Legal Implications in 

Indonesia,” International Journal of Law, Environment, and Natural Resources 5, no. 1 (2025): 83–98, 

https://doi.org/10.51749/injurlens.v5i1.142. 
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4. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Terhadap 

Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial 

1) Faktor Pendukung 

a. Landasan Hukum yang Jelas 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan KUHP, khususnya Pasal 

27 ayat 3 jo pasal 45 ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016, perubahan dari UU No. 11 

Tahun 2008.  Aturan ini memberikan fondasi yang kuat untuk penindakan 

hukum terhadap individu yang mencemari nama baik melalui media sosial.  

b. Peran Penegak Hukum yang Profesional  

Proses penegakan hukum yang efektif didukung oleh penegak hukum yang 

profesional dan didukung oleh bukti sah seperti saksi, ahli, dan keterngan 

terdakwa yang sah. 

c. Kesadaran Hukum Masyarakat 

Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang konsekuensi pencemaran nama baik 

dan peran mereka sebagai saksi atau pelapor membantu proses hukum. 

d. Sarana dan Fasilitas Pendukung  

Ketersediaan perangkat teknologi, infrastruktur internet yang memadai, dan jumlah 

penyidik yang cukup sangat membantu investigasi dan proses hukum yang 

berkaitan dengan media sosial. 

 

5. Studi Kasus Implementasi Penegakan Hukum dalam Kasus Pencemaran 

Nama Baik di Media Sosial 

Kasus yang pernah terjadi di Indonesia salah satunya yaitu kasus 

pencemaran nama baik yang melibatkan Medina Zein dan Marissya Icha terkait 

masalah penipuan tas branded. Kasus ini dimulai dari konflik yang dipicu oleh 

tuduhan penjualan tas bermerek palsu oleh Medina Zein kepada Marissya Icha dan 

beberapa tokoh publik lainnya. Berdasarkan laporan, Medina Zein diduga 

menawarkan tas bermerek tiruan, termasuk kepada Marissya Icha, yang merasa 

mendapat kerugian dan akhirnya melaporkan Medina Zein atas dugaan fitnah dan 

penipuan. Kasus ini muncul setelah Marissya Icha menuduh Medina Zein menjual 

tas palsu serta melakukan tindakan tidak bertanggung jawab terkait hutang-hutang 

yang diduga dilakukan Medina kepada beberapa orang, termasuk Marissya Icha. 
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Medina Zein dilaporkan dan kemudian menjalani proses peradilan, termasuk 

persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam tahap tersebut, Medina 

Zein dituntut melanggar Pasal 310 dan 311 KUHP serta Pasal 27 ayat (3) UU ITE 

yang berkaitan dengan pencemaran nama baik dan penipuan.  

Medina Zein dijatuhi hukuman 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan terkait kasus pencemaran nama baik terhadap Marissya Icha. 

Putusan ini menunjukkan bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan 

dan menegakkan keadilan. Pengadilan menganggap bukti dari postingan media 

sosial dan kesaksian cukup kuat untuk menjatuhkan sanksi. 

Kasus ini membuktikan bahwa sistem peradilan di Indonesia dapat 

menegakkan aturan terhadap fitnah dan penipuan melalui platform digital, dengan 

hasil hukuman penjara yang konkret. Penegakan hukum pencemaran nama baik, 

seperti dalam kasus Medina Zein dan Marissya Icha, secara efektif melindungi hak 

individu atas kehormatan, reputasi, dan keadilan dengan memberikan sanksi yang 

mencegah kerugian. Namun, tantangan seperti interpretasi bukti digital dan akses 

hukum perlu diatasi untuk meningkatkan keadilan. Secara keseluruhan, ini 

memperkuat sistem peradilan Indonesia dalam era digital, meskipun memerlukan 

reformasi untuk keseimbangan yang lebih baik. 

6. Dampak Penegakan Hukum terhadap Perlindungan Hak Individu 

Penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik di platform media 

sosial bertindak sebagai alat untuk menjaga kehormatan, reputasi, dan privasi 

seseorang. Melalui jalur pidana dan perdata yang sesuai, para korban bisa 

mendapatkan pemulihan, ganti rugi, serta efek pencegahan bagi pelaku agar tidak 

mengulangi perbuatan serupa. Penilaian efektivitas penegakan hukum umumnya 

melihat seberapa baik aturan tersebut dapat menyelaraskan kebebasan 

menyampaikan pendapat dengan perlindungan hak pribadi, serta kapasitas sistem 

pengadilan dalam mengelola bukti elektronik dengan handal. 12 

Evaluasi dampak terhadap perlindungan hak individu ada beberapa, antara lain: 

a) Perlindungan Hak Nama Baik dan Kehormatan: 

                                                
12 Fitrah Anata Saragih and Agusmidah Agusmidah, “Defamation through Social Media: A 

Socio-Legal Study on the Effectiveness of Community-Based Countermeasures,” Al-Qanun: Jurnal 

Kajian Sosial Dan Hukum Islam 6, no. 1 (2025): 17, https://doi.org/10.58836/al-qanun.v6i1.23825. 
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Penerapan hukum yang ketat terhadap pelaku pencemaran nama baik 

membantu mencegah tindakan serupa terjadi lagi dan memberikan perlindungan 

hukum kepada korban dari kerusakan reputasi yang disengaja atau tidak sengaja. 

Akibatnya, pengadilan dapat memberikan korban kesempatan untuk 

memulihkan hak-hak pribadi mereka dan reputasi mereka. 

Penerapan hukum harus menyelaraskan antara hak individu atas 

kehormatan dan kebebasan menyampaikan pendapat yang dilindungi konstitusi. 

Untuk menjaga keadilan tanpa membatasi kebebasan berekspresi secara 

berlebihan, sangat penting untuk memastikan standar verifikasi digital, seperti 

keaslian konteks, metadata, dan bukti elektronik. 

b). Efek Jera dan Pencegahan:  

Keputusan yang tegas terhadap pelaku pencemaran nama baik di media 

sosial biasanya membuat orang dengan profil publik atau pribadi merasa lebih 

aman. Untuk menjaga keadilan bagi korban dan menjaga integritas proses 

hukum, efek pencegahan ini sangat penting. 

c). Tantangan Pembuktian Bukti Digital:  

Perubahan, kehilangan konteks, atau kurangnya metadata yang 

diperlukan dapat mengganggu bukti elektronik. Hasil kasus dan keadilan bagi 

korban sangat dipengaruhi oleh kualitas dan keandalan bukti digital. Semua 

wilayah hukum terkait membutuhkan prosedur yang seragam untuk penerimaan 

bukti digital. 

d). Kapasitas Lembaga Penegak Hukum:  

Pelatihan tenaga kerja, infrastruktur forensik digital, dan kerja sama 

antarlembaga (polisi, jaksa, pengadilan, otoritas TI) membantu penegak hukum 

menangani kasus pencemaran nama baik dengan lebih efektif. Untuk menjaga 

keadilan dan melindungi hak individu, penerapan hukum terhadap pencemaran 

nama baik sangat penting. Meskipun demikian, keberhasilannya sangat 

bergantung pada kualitas bukti digital, kekuatan institusi, dan bagaimana 

mekanisme pidana dan perdata bekerja sama. Perlindungan hak individu yang 

lebih kuat dan berkelanjutan memerlukan reformasi kebijakan, peningkatan 

pendidikan publik, dan peningkatan kemampuan teknis. 

 



10  Jatijajar Law Review 

Vol. 5 No. 1 (2026) 

 

KESIMPULAN 

Pembahasan ini menekankan pentingnya evaluasi dalam penegakan hukum 

terhadap kasus pencemaran nama baik di media sosial. Jadi, untuk penegakan hukum 

yang baik, perlu ada upaya yang seimbang untuk melindungi hak individu dan 

kebebasan berekspresi di dunia digital. Selain itu, diperlukan pemahaman yang lebih 

baik oleh aparat hukum tentang dinamika platform media sosial serta pembaruan 

regulasi yang dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi. Untuk membuat 

pengguna media sosial lebih cerdas dalam menggunakan hak mereka untuk berbicara 

tanpa mengganggu orang lain, sangat penting untuk mendapatkan pendidikan 

masyarakat.  
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